BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORD
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN EBUANGAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO

HMAT TUHAN YANG MAKA ESA
EUPATI BOJONBEGORO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bagjonegoro.

1. Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota: dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 9)
schagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat H
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengab, Jawa Barat dan Daersh Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk_
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaraﬁ
Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang -
Perbendabaraan Negara  (Lembaran Negara Repubhk
Indcnema Tahun 2004 Nomor B, ’I‘ambahan mba:ran;__f“
Ncgara Repubhk Indanesm Noxnor 4355), BN -




.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimena telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 5679); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Eepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahen Afas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tehun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5515);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahen Lembaran Negara Re:_qulik
Indonesia Nomor 4614);



9.

10,

11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutsmsi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2012 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
Peratyran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42};

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuken Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
seba.gaiinana telah diubah dengan Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 120 Tehun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistemn Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};



Menetapkan :
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

17.

18,

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Namenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedomean Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Takrun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubali beberapa kali teralchir
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Xedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tabun 2016 tentang PFembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUFPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH  KABUPATEN
BOJONEGORQ

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegei‘o.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Xabupaten

Bojonegoro.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya,
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegora.
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuvangan
Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaren Pengguna Barang.

7. Rekening Kas Umum Daerah adalsh rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

{1} Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri atas :

a. Ketentuan Umum;

b. Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

d. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan
Penatausahaan Penerimaan Daerah;

e. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan cdan
Penatausahaan Belanja;

Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan; dan

g. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban.

Pasal 3

Sistem dan Prosedur wvang meoggambarkan proses
Pengelolaan Keuangan Dacrah dijabarkan dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,
tid.

ANNA MUPAWANAH
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Februari 2022
SEERETARIS DAERAH KABUPATEN BOJOREGORO,

ted.

Dyra. NURUL AZZZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 5,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEERETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




